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Menimbang : a.

Mengingat : L.

b.

C.

d.

BUPATT NATUNA,

bahwa reformasi birokrasi menjadi faktor yang sangat
penting untuk penyelenggaraan ta.ta kelola
pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan kelas
dunia;

bahwa Road Mqp Reformasi Birokrasi yang dicananglan
pemerintah pusat perlu ditindaklanjuti dengan Road Map
reformasi di Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2O2O tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2A2O-2O24;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan . Peraturan Bupati tentang Road Map
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Natuna Tahun 2O2O-2O2a;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,



2.

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tasrbahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2A tentang Cipta
Ke{a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6573);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2AlA tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2O 1 0-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201,4
Nomor 1a55);

Peraturan Mqnteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun zAH tentang
Pedoman Pembangunan Tana Integritas Menuju Wilayah
Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 1813);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2A tenta.ng Road
Map Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor aatl;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2A2O tentang
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Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O

Nomor 442);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor B

Tahun ZOLL tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OO5-2O25
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20lt
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OO5-2O25
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2O2O

Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6
Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun z0tg Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7

Tahun 2}rc tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
Nomor 7);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 20tg tentang
Susunan Organisasi, T[rgas dan Fungsi serta Tata Kerja
Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan,
Inspektorat dan Badan (Berita Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2Al9 Nomor 62);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2419 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2Ol9 Nomor 63);
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:

Road Map Reformasi Birokasi adalah bentuk
operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang
disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan
merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi
birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama
lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas;

Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang
diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau
jangka pendek.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai
sasaran tertentu.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu
yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan
kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan
memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai
sasaran dan tujuan tertentu.

Pasal 2

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun
kepercayaan masyarakat lprublic trust buildingl dan
menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan
membentuk Aparatur Negara yang profesional.

Pasal 3

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan
nepotisme, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola
pikir (mird. set) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan
pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.
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Menetapkan :

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD TIAP

BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

NATUNA TAHUN 2O2O-2O24.

REFORMASI
KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Natuna'

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelen ggata Pemerintah Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom'

3. Bupati adalah BuPati Natuna.

4. Dewan Pemrakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah KabuPaten Natuna.

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi Kewenangan Daerah.

6. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan

Republik Indonesia

7. Reformasi .Birokrasi adalah proses menata ulang

birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan

melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah

bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir

di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan

dengan upaya luar biasa.

g. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan

induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi

birokrasi nasional untuk kurun waktu 20Lo-2025.

g. Road. Map adala.h rencana kerja rinci dan berkelanjutan
yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang'



BAB II

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasai 4

(1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Natuna 2O2O-

2024.

(2) Gambaran Umum Road Map Reformasi Birokrasi
r Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2O2O-2O24 sebagai

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

(3) Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Natuna Tahun 2O2O-2O24 tercantum dalam
lampiran II yang merupakan fagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Natuna
Tahun 2O2A-2O24 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata
kelo1a pemerintahan yang baik, meningkatkan
profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Pasal 6

(1) Rencana Aksi Rood Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Natuna Tahun 2O2O-2A24, memuat tentang
rencana program/kegiatan reformasi birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

(2) Rencana program/kegiatan Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar dilaksanakan
secara bertahap dan berkelanjutan.
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penetapannya dalam Berita Daera'h Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

FffiItrl.,:^r

Diundangkan di Ranai

pada tangg:.l

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BERJTA DApRAH KABU-PAIFN NATUNA rAHUN 2421 NOMO"B

ENDRA KUSUMA


